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ABSTRAK

Dwi Indah Rahmawati, 2025. Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Sebelum, Semasa dan Sesudah Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2017-2023.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis indeks kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes serta mengetahui perbedaaan kondisi keuangan sebelum, semasa dan sesudah Pandemi Covid-19 tahun anggaran 2017 sampai  tahun anggaran 2023. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualititatif dan menganalisis data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumenter. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif menggunakan tujuan studi deskriptif yang tertuang dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan neraca untuk tahun anggaran 2017 sampai tahun anggaran 2023. Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa 1) Pemerintah Kabupaten Brebes mengalami fluktuasi kondisi keuangan sebelum pandemi. Tahun 2017 dan tahun 2018 ditandai dengan efisiensi anggaran, tetapi mengalami penurunan di beberapa aspek seperti solvabilitas operasional dan layanan. Tahun 2019 menunjukkan pemulihan terutama dalam solvabilitas anggaran dan layanan, tetapi peningkatan utang jangka panjang menjadi tantangan utama yang perlu dikelola agar tidak membebani APBD di masa depan . 2) Kabupaten Brebes mengalami tekanan fiskal signifikan selama pandemi, tetapi berhasil menjaga stabilitas keuangan dengan strategi efisiensi anggaran. Pemulihan ekonomi mulai terlihat pada 2021, terutama dalam solvabilitas operasional dan kemandirian keuangan. Ke depan, perlu strategi pengelolaan belanja yang lebih optimal agar stabilitas fiskal tetap terjaga. 3) Setelah pandemi, pada tahun kedua yaitu tahun 2023 menunjukkan pemulihan keuangan Kabupaten Brebes dengan peningkatan PAD dan kas daerah, tetapi tantangan tetap ada dalam pengelolaan kewajiban dan investasi jangka panjang. 4) Tidak terdapat perbedaan kondisi keuangan pemerintah daerah kabupaten Brebes Sebelum, semasa dan sesudah Pandemi Covid-19.
Kata Kunci : rasio solvabilitas, rasio fleksibilitas keuangan, rasio kemandirian keuangan, pandemi covid-19.
ABSTRACT

Dwi Indah Rahmawati, 2025. Analysis of the Financial Condition Index of the Brebes Regency Government Before and During the Covid-19 Pandemic for the 2017-2023 Fiscal Year.
The purpose of this study is to analyze the financial condition index of the Brebes Regency Government and to determine the differences in financial conditions before, during and after the Covid-19 Pandemic from the 2017 to 2023 budget years. The type of research used in this study is a qualitative descriptive research type and analyzes secondary data obtained through documentary techniques. While the technical data analysis used in this study is qualitative using descriptive study objectives contained in the budget realization report, operational reports and balance sheets for the 2017 to 2023 budget years. The conclusion of this study is that 1) The Brebes Regency Government experienced fluctuations in financial conditions before the pandemic. 2017 and 2018 were marked by budget efficiency, but experienced a decline in several aspects such as operational solvency and services. 2019 showed recovery, especially in budget solvency and services, but the increase in long-term debt was a major challenge that needed to be managed so as not to burden the APBD in the future. 2) Brebes Regency experienced significant fiscal pressure during the pandemic, but managed to maintain financial stability with a budget efficiency strategy. Economic recovery began to be seen in 2021, especially in operational solvency and financial independence. In the future, a more optimal spending management strategy is needed so that fiscal stability is maintained. 3) After the pandemic, in the second year, namely 2023, it showed the financial recovery of Brebes Regency with an increase in PAD and regional cash, but challenges remain in managing long-term obligations and investments. 4) There is no difference in the financial condition of the Brebes Regency government before, during and after the Covid-19 Pandemic.
Keywords: solvency ratio, financial flexibility ratio, financial independence ratio, pandemic of covid-19.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Di Indonesia, pemerintah daerah bertindak sebagai garda terdepan dalam memerangi pandemi COVID-19. Keberhasilan daerah dalam menangani pandemi sangat bergantung pada aspek keuangan. Pandemi ini merusak ekonomi dan sektor kesehatan. Karena penurunan aktivitas ekonomi di daerah selama pandemi COVID-19, pemerintah daerah menghadapi kesulitan yang signifikan. Situasi ini menyebabkan terjadinya penurunan pada ekonomi daerah (Amal serta Wibowo, 2022:63). 

Pemerintah daerah adalah entitas yang tidak mencari keuntungan yang berfokus pada menyediakan layanan kepada masyarakat. Layanan ini mencakup hal-hal seperti pendidikan, keamanan, dan kesehatan, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Financial statements pemerintah daerah berfungsi sebagai sarana untuk mengawasi serta menilai kinerja keseluruhan pemerintah daerah serta unit-unit kerjanya yang berada di dalamnya (Mahmudi, 2019:5). Masyarakat perlu berinteraksi secara aktif dengan pemerintah serta sektor swasta. Terkait dengan pemerintah, terdapat tuntutan bagi pemerintah untuk melaksanakan fungsinya secara teratur, baik pada tingkat pusat maupun daerah (Putra et al., 2022).
Keuangan daerah dikelola melalui Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Halim (2012:20), Keuangan daerah merujuk pada pengaturan serta pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang terdapat di suatu wilayah untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh wilayah tersebut. Mahmudi (2019: 2) Mencatat bahwa salah satu faktor kunci dalam keberlangsungan ekonomi suatu negara adalah akuntabilitas para penguasa. Ini berarti bahwa dalam rangka untuk bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang telah dipercayakan kepada mereka, diperlukan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Mahmudi, 2019: 2).

Pandemi Covid-19 merupakan kejadian yang tidak diperkirakan yang muncul pada tahun 2020. Kejadian pandemik ini mengakibatkan kondisi yang tak terduga, sehingga pemerintah menurunkan sasaran pertumbuhan ekonomi serta mengalokasikan anggaran negara untuk menangani Covid-19 (Muhyiddin & Nugroho, 2021). Pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan signifikan bagi pemerintah daerah karena mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, ekonomi, pendidikan, serta sosial. Wilayah perkotaan di Indonesia mengalami jumlah kasus konfirmasi Covid-19 yang tertinggi (Komite Penanganan Covid 19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Faktor-faktor ini disebabkan oleh tingginya pergerakan masyarakat, populasi yang besar, serta luasnya wilayah yang terbatas (Komite Penanganan Covid 19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). 
Kondisi keuangan yang baik akan dicapai jika pemerintah daerah dapat menjalankan kewajiban keuangan mereka dengan efektif dan efisien serta dapat memenuhi seluruh kewajiban keuangan mereka kepada para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan negara. Analisis tiga indikator utama dapat dilakukan untuk melakukan penilaian kondisi keuangan daerah. Pertama, kemampuan untuk menjalankan hak-hak keuangan secara efektif serta efisien yang tercermin dari peningkatan pendapatan asli daerah (I.T. Ritonga, 2014). Kedua, kemampuan untuk memenuhi kewajiban operasional (Ritonga, 2014). Ketiga, kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan yang memenuhi standar serta kualitas yang diinginkan oleh masyarakat (Ritonga, 2014). Selain itu, situasi keuangan daerah yang sehat akan tercapai jika pemerintah daerah dapat mempersiapkan diri terhadap peristiwa tak terduga yang mungkin terjadi di masa mendatang, seperti bencana alam, wabah penyakit, perubahan iklim, serta bencana sosial.
Analisis terhadap kondisi keuangan bertujuan untuk mengevaluasi kelangsungan dalam pelaksanaan layanan publik, sehingga dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat serta perekonomian setempat (Ritonga, 2014). Pandemi Covid-19 telah menyebabkan gangguan dalam transaksi ekonomi, yang berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan daerah (Nasution et al., 2020). Evaluasi keadaan keuangan melalui indikator likuiditas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, kemampuan anggaran, tingkat kemandirian finansial, fleksibilitas finansial, serta kemampuan layanan (Ritonga, 2014). Penilaian ini berfungsi untuk menilai pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan, khususnya mengenai seberapa efektif hal tersebut dalam menghadapi keadaan pandemi covid 19 saat ini. Ini disebabkan oleh salah satu tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam sistem otonomi yang mencakup penyelenggaraan urusan konkuren, seperti kesehatan serta pendidikan. 
Otonomi daerah memberikan wewenang yang lengkap dalam merencanakan serta melaksanakan anggaran di tingkat daerah (Maizunati, 2017a). Covid 19 akan berdampak negatif terhadap penyerapan anggaran pada lembaga pemerintah (Suyitno, 2020). Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, serta keamanan bagi masyarakat selama pandemi (Tuwu et al., 2021). Evaluasi terhadap keadaan keuangan bertujuan untuk menilai keberlangsungan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga hal ini dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat serta perekonomian lokal (Ritonga, 2014). 
Pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan dalam transaksi ekonomi yang berpotensi mengakibatkan penurunan pendapatan daerah (Nasution et al., 2020). Evaluasi keadaan keuangan dilakukan dengan memanfaatkan indikator solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, serta solvabilitas layanan (Ritonga, 2014). Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan, menilai apakah pengelolaan tersebut sudah berjalan secara optimal dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini. Penyebabnya adalah karena salah satu tugas utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi adalah mengelola urusan-urusan yang bersifat konkuren, seperti bidang kesehatan serta pendidikan. Otonomi daerah memberikan wewenang sepenuhnya dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran daerah (Maizunati, 2017). Covid 19 akan memberikan pengaruh buruk terhadap penggunaan anggaran di lembaga-lembaga pemerintahan (Suyitno, 2020). Pemerintah perlu memberikan jaminan atas perlindungan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, serta keamanan kepada masyarakat sepanjang masa pandemi (Tuwu et al., 2021).
Kab. Brebes merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan otonomi daerah, namun baru pada tahun 2019, Brebes menerima penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah bertahun-tahun menjadi satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang belum mendapatkan penilaian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI mengenai Financial statements Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Brebes hingga tahun 2018 mengindikasikan bahwa Kab. Brebes belum pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Selama lima tahun sebelumnya, dari tahun 2014 hingga 2018, Kab. Brebes hanya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian serta baru pada tahun anggaran 2019, 2020, serta 2021, Kab. Brebes berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kab. Brebes adalah masih tingginya tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat.
Tabel 1.1

Penilaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah Kab.  Brebes

Tahun 2014-2023
	No.
	Tahun
	Penilaian  Financial statements

	1.
	2014
	Wajar  Dengan Pengecualian

	2.
	2015
	Wajar  Dengan Pengecualian

	3.
	2016
	Wajar  Dengan Pengecualian

	4.
	2017
	Wajar  Dengan Pengecualian

	5.
	2018
	Wajar  Dengan Pengecualian

	6.
	2019
	Wajar Tanpa Pengecualian

	7.
	2020
	Wajar Tanpa Pengecualian

	8.
	2021
	Wajar Tanpa Pengecualian

	9.
	2022
	Wajar Tanpa Pengecualian

	10.
	2023
	Wajar Tanpa Pengecualian


Sumber: Pemerintah Daerah Kab.  Brebes (2024)

Kab. Brebes berhasil mempertahankan pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Financial statements Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Status WTP yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia ini merupakan pencapaian kelima kalinya sejak tahun 2019. Meskipun demikian, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya referensi dalam menilai keadaan keuangan, karena opini WTP memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:
a. Menilai kewajaran dari financial statements tidaklah sama dengan menilai kondisi keuangan secara keseluruhan;

b. Tidak melakukan evaluasi terhadap efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan;
c. Tidak mengambil ke dalam pertimbangan faktor-faktor eksternal seperti pergeseran ekonomi serta politik;
d. Tidak melakukan penilaian terhadap risiko keuangan serta ketidakpastian.
e. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penilaian WTP tidak merupakan analisis keuangan yang menyeluruh..

Berdasar pada latar belakang tersebut, penulis merasa termotivasi untuk melakukan Penelitian yang memiliki judul "Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Kab. Brebes Sebelum, Semasa, serta Sesudah Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2017-2023." Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keadaan keuangan Pemerintah Kab. Brebes dengan memanfaatkan indikator-indikator yang terukur secara menyeluruh, serta untuk membandingkan kondisi keuangan Kab. Brebes sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dengan dampak yang muncul selama serta setelah pandemi. Selain itu, hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan di masa mendatang bagi Pemerintah Daerah Kab. Brebes. 
Dengan memanfaatkan beberapa indikator seperti solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas jangka pendek, fleksibilitas keuangan, kemandirian daerah, serta rasio solvabilitas pelayanan, analisis kesehatan finansial pemerintah kab. Brebes akan dilakukan untuk periode 2017 hingga 2023.

B. Perumusan Masalah

Berdasar pada penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, maka isu yang akan dianalisis dalam Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "Adakah perbedaan pada Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Kab. Brebes sebelum, selama, serta setelah Pandemi Covid-19 dari Tahun 2017 hingga Tahun 2023?”

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap indeks keadaan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Brebes serta untuk mengidentifikasi perbedaan kondisi keuangan sebelum, selama, serta setelah Pandemi Covid-19 dalam rentang tahun anggaran 2017 hingga tahun anggaran 2023.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki harapan dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya Penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis

a. Meningkatkan pemahaman serta wawasan pemikiran peneliti tentang situasi keuangan pemerintah daerah Kab. Brebes.
b. Sebagai sumber informasi untuk mempelajari akuntansi secara langsung serta untuk meningkatkan pengetahuan, serta untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah Kab. Brebes memahami kondisi keuangan daerahnya dengan lebih baik. Selain itu, hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah Kab. Brebes. Manfaat bagi masyarakat mencakup akses yang lebih baik ke informasi tentang kinerja dan kekuatan keuangan Kabupaten Brebes, serta memberikan kesempatan kepada publik untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengelola dana publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Agency Theory

Teori agensi merupakan sebuah konsep yang menjelaskan interaksi antara prinsipal serta agen yang memiliki dasar di berbagai bidang seperti ekonomi, teori pengambilan keputusan, sosiologi, serta teori organisasi. Teori ini menganalisis struktur kontrak di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak, yang disebut prinsipal, menciptakan kontrak, baik secara tersurat maupun tersirat, dengan pihak lainnya, yang dikenal sebagai agen, dengan harapan bahwa agen tersebut akan bertindak atau melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan prinsipal, yang pada dasarnya melibatkan pendelegasian kekuasaan. Lupia & McCubbins (2000) Pendelegasian dapat didefinisikan sebagai proses di mana individu atau sekelompok individu (prinsipal) menunjuk orang lain atau kelompok lain (agen) untuk bertindak atas nama mereka sesuai dengan kepentingan dari prinsipal tersebut (Halim, 2019:87).

Hubungan antara prinsipal serta agen terbentuk ketika suatu tindakan yang dilakukan oleh satu individu memengaruhi individu lain atau saat individu tersebut sangat bergantung pada tindakan individu lainnya. Berdasar pada Lane, (2015:12) Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara demokrasi modern disusun berdasar pada serangkaian hubungan antara prinsipal serta agen (Lane, 2015:12). Pengembangan serta implementasi kebijakan publik berhubungan dengan persoalan-persoalan kontraktual, seperti adanya informasi yang tidak seimbang, risiko moral, serta pemilihan yang merugikan.

Menurut Jensen and Meckling (1976) Hubungan keagenan adalah suatu perjanjian yang terjadi antara pihak prinsipal serta agen, yang melibatkan pendelegasian sejumlah kekuasaan untuk pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Sebagai agen, seorang manajer secara etis berkewajiban untuk meningkatkan keuntungan bagi para pemilik (prinsipal), sementara di sisi lain, ia juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadinya. Teori keagenan ini juga relevan dalam konteks sektor publik. Baik disadari maupun tidak, dalam pemerintahan daerah terdapat hubungan serta permasalahan yang berkaitan dengan keagenan  (Abdullah & Halim, 2018:65). Menurut Lane (2015:12) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik karena sistem pemerintahan demokrasi kontemporer didasarkan pada sejumlah hubungan antara prinsipal serta agen. 

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Agency theory beranggapan bahwa banyak terjadi information asymmetry antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). 

2. Otonomi Daerah

Kata otonomi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu “autos,” yang berarti “sendiri,” serta “nomos,” yang memiliki arti “aturan.” Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengatur serta memerintah diri sendiri. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Suparmoko (2019:87) Mengartikan otonomi daerah merujuk pada hak daerah otonom untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan inisiatif mereka sendiri yang didasarkan pada aspirasi masyarakat.

Otonomi Daerah sering kali dianggap setara dengan istilah desentralisasi, karena meskipun keduanya secara teoritis dapat dibedakan, dalam implementasinya, keduanya sulit untuk dipisahkan. Desentralisasi pada dasarnya berkaitan dengan distribusi wewenang kepada lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan, sedangkan otonomi daerah berhubungan dengan hak yang diikutsertakan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan desentralisasi sebagai pembagian wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota, melalui berbagai cara dekonsentrasi, termasuk penyerahan wewenang kepada pejabat di bawahnya maupun pengalihan kepada pemerintah daerah atau perwakilan setempat. Otonomi daerah, yang merupakan salah satu bentuk desentralisasi, dalam pengertian yang lebih luas, mencerminkan kemandirian suatu wilayah dalam membuat serta mengambil keputusan berkaitan dengan kepentingan daerah tersebut (Tunggal, 2016:76).

Definisi otonomi dalam konteks yang lebih sempit dapat dipahami sebagai kemandirian, sedangkan dalam pengertian yang lebih komprehensif diartikan sebagai kemampuan untuk berdaya. Oleh karena itu, otonomi daerah dapat dipahami sebagai kemandirian suatu wilayah dalam konteks pembuatan serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan daerah tersebut. Dalam pandangan lain, otonomi daerah diartikan sebagai hak daerah untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan pelaksanaan yang diinginkan berdasar pada aspirasi masyarakat, serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ubedilah, 2019:89).

Daerah otonomi adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta berwenang untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasar inisiatif sendiri, serta mengacu pada aspirasi masyarakat dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal yang vital dari otonomi daerah adalah peningkatan kapasitas masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil bagian dalam proses perencanaan, pelaksanaan, gerakan, serta pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah, serta dalam penggunaan sumber daya serta penyediaan layanan berkualitas kepada publik (Tunggal, 2016:125).  

Definisi otonomi daerah merujuk pada hak yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengelola serta menangani kepentingan masyarakat setempat berdasar pada inisiatif sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakat serta dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom, yang selanjutnya disebut sebagai daerah, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah tertentu serta berwenang untuk mengatur serta mengelola kepentingan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 5 UU yang sama (Tunggal, 2016:76).

Undang - Undang No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penerapan otonomi daerah mengacu pada prinsip otonomi yang sangat luas. Ini berarti bahwa daerah diberikan wewenang untuk mengelola serta mengatur semua urusan yang tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Daerah berhak untuk merumuskan kebijakan lokal dengan tujuan memberikan layanan, meningkatkan partisipasi, mendorong inisiatif, serta memberdayakan masyarakat, yang semua bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan warga. Prinsip otonomi yang nyata menekankan bahwa pengelolaan urusan pemerintahan harus dilaksanakan berdasar pada kewenangan, tugas, serta tanggung jawab yang telah ada, serta dapat berkembang sejalan dengan potensi serta keunikan masing-masing daerah (Ubedilah, 2015:170).

Otonomi yang bertanggung jawab merujuk pada pelaksanaan otonomi yang harus benar-benar sesuai dengan tujuan serta maksud pemberian otonomi itu sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan aspek penting dari tujuan nasional. Dalam konteks ini, pelaksanaan otonomi daerah perlu selalu fokus pada peningkatan kesejahteraan penduduk dengan memperhatikan kepentingan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah harus menjamin adanya keserasian antara satu daerah dengan daerah lainnya, yang mencakup kemampuan untuk membangun kerjasama di antara daerah guna meningkatkan kesejahteraan secara kolektif serta menghindari ketimpangan antar daerah (Ubedilah, 2015:170).

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengertian financial statements secara sederhana menurut Kasmir, (2016:7) Laporan ini menggambarkan status keuangan perusahaan pada waktu tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Menurut financial statements Hery (2018:3) merupakan hasil akhir dari serangkaian kegiatan pencatatan serta ringkasan data transaksi bisnis yang penting bagi pengguna laporan sebagai landasan untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Financial statements menurut Murhadi (2020:1) adalah dokumen yang menyampaikan data terkait keadaan finansial suatu perusahaan kepada stakeholder yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Definisi financial statements menurut  Sadeli (2019:18) adalah sebuah dokumen tertulis yang menyajikan data kuantitatif mengenai keadaan keuangan serta perubahan-perubahannya, serta hasil yang diperoleh selama jangka waktu tertentu.

Berdasar pada pengertian-pengertian menurut Hery (2018), Murhadi (2020) serta  Sadeli (2019) dapat disimpulkan bahwa financial statements adalah dokumen yang terperinci, yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Laporan ini sangat berguna dalam mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi.

Tujuan dari financial statements berdasar pada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2009 : 6) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta laporan arus kas suatu entitas yang berguna bagi banyak pengguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk meminta financial statements tertentu untuk memenuhi kebutuhan informasi spesifik. Dalam rangka mencapai tujuannya, financial statements juga mencerminkan tindakan yang telah diambil oleh manajemen (stewardship) atau akuntabilitas manajemen terhadap sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Sementara itu, tujuan financial statements menurut Samryn (2020:33) diantaranya :

a. Keputusan terkait investasi serta kredit Informasi yang terdapat dalam financial statements dapat dijadikan sebagai acuan untuk membuat keputusan investasi atau keputusan terkait kredit tanpa perlu menyajikan lebih dari satu financial statements untuk satu periode akuntansi. 

b. Evaluasi potensi arus kas Informasi yang terdapat dalam financial statements dapat dimanfaatkan untuk menilai kemungkinan arus kas di masa depa 

c. Melaporkan aset perusahaan, klaim terhadap aset tersebut, serta perubahan-perubahannya. Data yang disajikan dalam financial statements dapat memberikan penjelasan mengenai kekayaan perusahaan, pemilik, dan/atau individu atau entitas yang masih memiliki hak atas aset tersebut. Data yang disajikan juga dapat menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada aset tersebut selama periode akuntansi yang dilaporkan. 

d. Melaporkan sumber daya ekonomi, kewajiban, serta ekuitas para pemilik.

e. Melaporkan kinerja serta laba perusahaan. Financial statements berfungsi untuk mengevaluasi kinerja manajemen dengan membandingkan pendapatan serta beban dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

f. Menilai likuiditas, solvabilitas, serta arus dana. Financial statements dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek serta jangka panjang, serta arus dana yang tersedia.

g. Menilai pengelolaan serta kinerja manajemen. 8. Menjelaskan serta menafsirkan informasi keuangan
Setiap financial statements yang disusun pasti memiliki keterbatasan, menurut Kasmir (2016: 16) beberapa keterbatasan tersebut diantaranya : 

a. Pembuatan financial statements dilakukan dengan mengacu pada sejarah, di mana data yang digunakan diambil dari informasi masa lalu.

b. Financial statements disusun untuk khalayak umum, bermakna ditujukan kepada semua pihak, bukan hanya untuk kelompok tertentu.

c. Proses penyusunan laporan tidak dapat dipisahkan dari estimasi serta pertimbangan tertentu yang diperlukan.

d. Financial statements cenderung bersifat konservatif ketika menghadapi ketidakpastian.

e. Financial statements selalu menekankan perspektif ekonomi dalam menganalisis peristiwa yang terjadi, serta bukan hanya pada bentuk formalnya.
Regulasi Pemerintah No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa elemen-elemen yang ada dalam financial statements utama adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan ini menyajikan informasi tentang pelaksanaan pendapatan, pengeluaran, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, serta sisa lebih atau kurang dari pembiayaan anggaran, yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran dalam periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran memberikan ringkasan tentang sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran serta realisasinya selama periode pelaporan. Laporan ini disusun sedemikian rupa untuk menyoroti berbagai elemen seperti pendapatan, pengeluaran, transfer, surplus atau defisit, serta pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai penyajian yang akurat. Laporan Realisasi Anggaran membandingkan hasil pendapatan, pengeluaran, transfer, surplus atau defisit, serta pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Penjelasan lebih lanjut mengenai Laporan Realisasi Anggaran terdapat dalam Catatan atas Financial statements, yang berisi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan keuangan, alasan yang menyebabkan perbedaan signifikan antara anggaran serta realisasinya, serta daftar yang menjabarkan lebih lanjut angka-angka yang dianggap penting untuk diperjelas. Laporan Realisasi Anggaran setidaknya mencakup item-item berikut: pendapatan, pengeluaran, transfer, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, serta sisa lebih atau kurang dari pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).
b. Laporan Operasional (LO) Menyediakan informasi mengenai semua kegiatan operasional keuangan dari entitas akuntansi serta entitas pelaporan tercermin dalam pendapatan-LO, beban, serta surplus atau defisit operasional dari suatu entitas yang disajikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Financial statements yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun, seperti kebijakan fiskal serta moneter, serta daftar yang merinci angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Dalam laporan operasional, informasi seperti nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lain, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, serta satuan angka yang digunakan harus diidentifikasi secara jelas dan, jika perlu, diulang di setiap halaman laporan. Struktur laporan operasional meliputi pos-pos yang terdiri dari pendapatan-LO, beban, surplus atau defisit dari operasi, kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, serta surplus atau defisit-LO. Dalam laporan operasional, pos, judul, serta sub jumlah lainnya harus ditambahkan jika diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau jika penyajian tersebut diperlukan untuk memberikan laporan operasional yang wajar.

c. Neraca memberikan informasi mengenai Aset (kekayaan), kewajiban, serta Ekuitas (modal) pemerintah daerah untuk suatu periode tertentu. Laporan neraca umumnya mencerminkan saldo akhir kas pemerintah daerah, baik yang tersimpan di bank maupun yang berada di tangan bendahara, nilai piutang yang dimiliki terhadap pihak ketiga, jumlah investasi pemerintah daerah di perusahaan tertentu, serta nilai serta jenis aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah, yang mencakup tanah, peralatan serta mesin, bangunan serta gedung, infrastruktur jalan, irigasi serta jaringan, serta aset lainny.

d. Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Arus Kas adalah komponen dari financial statements yang menampilkan informasi tentang penerimaan serta pengeluaran kas dalam jangka waktu tertentu, yang dikelompokkan berdasar pada aktivitas operasional, investasi, pendanaan, serta transitori. Tujuan dari Laporan Arus Kas adalah untuk menyampaikan informasi mengenai asal serta penggunaan kas, serta perubahan kas serta setara kas selama suatu periode akuntansi, termasuk saldo kas serta setara kas pada tanggal laporan. Laporan Arus Kas wajib disusun serta disajikan oleh unit organisasi yang memiliki fungsi treasury.
e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Menyediakan data tentang perubahan ekuitas dalam tahun laporan sebanding dengan tahun sebelumnya. LPE memberikan informasi terkait dengan perubahan kondisi keuangan entitas yang dilaporkan, apakah terjadi peningkatan atau penurunan yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan selama periode laporan.

f. Catatan atas financial statements (CaLK) termasuk penjelasan atau daftar yang lengkap atau analisis atau penilaian terhadap suatu item yang ditampilkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, serta Laporan Arus Kas. Catatan atas financial statements juga mencakup informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas pelaporan serta informasi lain yang diwajibkan serta disarankan untuk diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta pernyataan-pernyataan yang diperlukan untuk menghasilkan financial statements yang disajikan secara wajar.

Financial statements diserahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai landasan dalam menyusun financial statements bagi pemerintah daerah. Informasi ini sangat penting bagi pengguna untuk menilai kapasitas entitas pelaporan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di masa yang akan datang. Berdasar pada Diamond (2002), Informasi keuangan yang terdapat dalam financial statements dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:
a. Meningkatkan tanggung jawab para manajer (kepala daerah serta pejabat pemerintah daerah) ketika mereka harus bertanggung jawab tidak hanya terhadap penerimaan serta pengeluaran uang, tetapi juga terhadap aset serta utang yang mereka kelola.

b. Meningkatkan tingkat keterbukaan dari kegiatan pemerintahan. Umumnya, pemerintah memiliki banyak aset yang besar serta juga utang. Penyampaian informasi mengenai hal ini adalah bagian mendasar dari transparansi keuangan serta tanggung jawab.

c. Menyediakan penilaian tentang kondisi finansial dengan mengidentifikasi seluruh aset serta liabilitasn.

d. Menyediakan informasi yang lebih komprehensif yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan.

Dengan tersedianya financial statements yang disusun oleh manajemen perusahaan, hal ini memberikan dukungan yang signifikan kepada para pemegang saham dalam membuat keputusan. Financial statements ini juga berguna untuk menganalisis keadaan perusahaan saat ini serta sebagai alat untuk memperkirakan situasi di masa yang akan datang Fahmi (2019:5). Menurut Bastian, (2018:87), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:
a. Relevan

Relevansi merujuk pada informasi yang terdapat dalam financial statements yang dapat memengaruhi kebutuhan para pengguna dengan cara membantu mereka dalam menilai kejadian yang telah terjadi di masa lalu atau yang sedang berlangsung saat ini. Informasi yang relevan memiliki elemen-elemen berikut (Bastian, 2018:88):

1) Manfaat dari umpan balik, informasi ini memungkinkan pengguna untuk mengonfirmasi alat yang memperbaiki harapan mereka di masa lalu.

2) Nilai Prediktif (prediktive value), informasi memiliki kemampuan untuk membantu pengguna dalam meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan berdasar pada hasil yang telah terjadi sebelumnya serta peristiwa yang berlangsung saat ini.

3) Tepat waktu (timeliness), Informasi yang disediakan dalam waktu yang sesuai memiliki dampak yang signifikan serta dapat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.

4) Secara menyeluruh, informasi akuntansi memiliki dampak pada proses pengambilan keputusan. Latar belakang yang mendasari setiap item informasi penting yang terdapat dalam financial statements harus dinyatakan dengan jelas sehingga kesalahan dalam pemanfaatan informasi tersebut dapat dihindari.

b. Handal

Informasi yang handal adalah financial statements yang tidak mengandung pemahaman yang menyesatkan serta kesalahan material, serta menyajikan setiap fakta dengan kejujuran, serta dapat diuji kebenarannya. Informasi yang dianggap handal mengandung elemen-elemen berikut:
1) Informasi tersebut harus dapat diuji kebenarannya (verifiable), di mana kemampuan informasi untuk diperiksa kebenarannya oleh individu yang berbeda, tetapi dengan metode yang identik, akan memberikan hasil akhir yang serupa
2) Objektif, tidak terdapat elemen keberpihakan dalam penyampaian laporan atau informasi keuangan. Informasi ditujukan untuk kepentingan umum serta tidak menguntungkan kelompok tertentu.

3) Penyajian yang adil mencerminkan kondisi dengan cara yang tepat serta menyeluruh, serta menunjang hubungan antara data akuntansi serta kejadian nyata yang diwakili oleh data tersebut. Informasi yang disampaikan harus tanpa atribut bias.

c. Informasi yang terdapat dalam financial statements harus dapat dibandingkan, baik dengan financial statements dari periode yang sebelumnya atau dengan financial statements dari entitas lain secara umum.

d. Memahami, yakni informasi yang disampaikan dalam laporan finansial harus dapat dimengerti oleh para pengguna serta disajikan dalam format serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka, agar dapat memahami makna yang terkandung dalam financial statements tersebut.
4. Kondisi Keuangan Daerah

a. Definisi Kondisi Keuangan Daerah


Berne & Schramm (1986) Mengajukan sebuah definisi mengenai kondisi keuangan sebagai peluang bahwa pemerintah akan memenuhi tanggung jawab finansialnya terhadap kreditur, konsumen, pegawai, pembayar pajak, pemasok, pemangku kepentingan, serta pihak lainnya ketika kewajiban tersebut harus dipenuhi. Wang et al. (2007) Mendefinisikan keadaan keuangan sebagai ukuran kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan, yang meliputi aspek likuiditas kas, kestabilan anggaran, ketahanan keuangan jangka panjang, serta kemampuan dalam menyelenggarakan layanan. Groves dkk. (1981) Kondisi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai layanan mereka secara berkelanjutan. Terdapat berbagai jenis solvabilitas yang dibedakan, yaitu solvabilitas tunai, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, serta solvabilitas tingkat layanan. Solvabilitas tunai merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan cukup uang tunai dalam periode tiga puluh atau enam puluh hari guna memenuhi kewajibannya. Solvabilitas anggaran berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan memadai untuk mendanai tingkat layanan yang ada maupun yang diinginkan. Solvabilitas jangka panjang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi semua pengeluaran mereka, baik yang rutin maupun yang bersifat tidak terduga serta akan muncul di tahun-tahun ketika harus dibayar. Selain itu, solvabilitas tingkat layanan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dengan tingkat serta kualitas yang diperlukan serta diharapkan oleh masyarakatnya.



Keadaan keuangan adalah produk dari kegiatan pemerintah yang dilakukan selama periode masa pemerintahannya. Keadaan keuangan menurut Ritonga (2014) Kondisi keuangan daerah merujuk pada kapasitas suatu pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawabnya (termasuk kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kewajiban operasional, serta kewajiban dalam memberikan layanan kepada masyarakat), untuk siap menghadapi peristiwa yang tidak terduga; serta untuk melaksanakan hak-hak keuangannya dengan cara yang efisien serta efekti.



Dari berbagai penjelasan yang telah dirumuskan oleh para ilmuwan serta organisasi yang ada sebelumnya, penjelasan yang paling umum diterima mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah adalah sejauh mana pemerintah daerah dapat memenuhi tanggung jawab keuangannya secara tepat serta kemampuannya dalam mempertahankan layanan yang disediakan untuk masyarakat.


Secara fundamental, kondisi keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanannya secara berkesinambungan. Ini termasuk kemampuan untuk: (1) mempertahankan tingkat pelayanan yang telah ada; (2) mengatasi dampak gangguan pada perekonomian lokal serta regional; serta (3) memenuhi kebutuhan yang muncul dari pertumbuhan alami, penurunan, serta perubahan. Menurut Wang (2006), Kondisi keuangan diartikan sebagai kapasitas suatu organisasi dalam memenuhi tanggung jawab keuangannya. Dalam rangka untuk menyediakan barang serta jasa, sebuah organisasi akan memiliki kewajiban keuangan yang muncul dalam bentuk biaya, pengeluaran, atau utang. Semua jenis kewajiban tersebut harus diselesaikan dalam waktu, baik segera maupun dalam jangka waktu yang lebih panjang. Apabila organisasi mampu menunaikan kewajiban tersebut tanpa mengalami kesulitan finansial yang berarti, maka hal ini menunjukkan bahwa kemampuan organisasi dalam melakukan pembayaran adalah tinggi serta kondisi keuangan organisasi tersebut dinyatakan baik.



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadaan finansial daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan tingkat layanan yang telah ada, tahan terhadap guncangan ekonomi, serta memenuhi tuntutan pertumbuhan serta penurunan. Pada dasarnya, pemerintah daerah harus berupaya untuk menyediakan layanan yang berkualitas serta menjaga kualitas layanan tersebut, serta mampu mengembangkan daerah demi kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pertumbuhan daerah.
b. Konsep Kondisi Keuangan Daerah


Dalam menentukan kondisi keuangan pemerintah daerah, perlu merujuk pada tujuan negara, karena kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan konsekuensi finansial dari aktivitas pemerintah daerah yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam konteks Indonesia, terdapat empat tujuan nasional yang diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar: melindungi seluruh rakyat Indonesia serta seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan kehidupan intelektual bangsa, serta menciptakan tatanan dunia yang berlandaskan kebebasan, perdamaian yang abadi, serta keadilan sosial. Untuk merealisasikan tujuan nasional, pemerintah daerah melaksanakan berbagai program serta kegiatan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh sektor layanan seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. 



Upaya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan nasional dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, yang mencakup aspek manusia, keuangan, peralatan, waktu, serta lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada guna meraih tujuan negara. Pemerintah daerah diharuskan untuk memastikan bahwa semua tanggung jawabnya terhadap pemangku kepentingan dapat dipenuhi dengan baik. Tanggung jawab terhadap masyarakat dapat berupa kewajiban standar, seperti penyediaan layanan minimum dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur, atau dapat juga berupa tanggung jawab luar biasa yang muncul akibat peristiwa tidak terduga, seperti bencana alam, kerusuhan, serta berbagai situasi mendesak lainnya. Selain itu, pemerintah daerah harus mampu menjalankan hak-haknya dengan cara yang efektif serta efisien. Dengan demikian, pemerintah daerah yang ideal adalah yang mampu memenuhi seluruh kewajiban serta melaksanakan hak-haknya secara efisien serta efektif demi mencapai tujuan nasional.

Dalam konteks keuangan, kondisi keuangan yang sehat bagi pemerintah daerah terwujud ketika pemerintah daerah dapat melaksanakan hak keuangannya, yaitu melakukan penggalangan pendapatan, dengan cara yang efisien serta efektif sambil memenuhi semua kewajiban keuangan kepada para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan negara.
5. Analisis Indeks Kondisi Keuangan
Maher serta Nollenberger (2009) Mendefinisikan kondisi keuangan sebagai kemampuan suatu organisasi dalam mempertahankan kualitas layanan, mengatasi gangguan ekonomi, serta memenuhi tuntutan untuk pertumbuhan serta penurunan. Kondisi keuangan mengacu pada kapasitas pemerintah daerah untuk: menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban (solvabilitas kas); mendapatkan pendapatan yang mencukupi untuk menggaji pengeluaran sehingga tidak terdapat defisit (solvabilitas anggaran); memenuhi semua pengeluaran, termasuk kewajiban yang harus diselesaikan dalam tahun berjalan maupun yang akan datang (solvabilitas jangka panjang); serta menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat (solvabilitas layanan). Kamnikar dkk. (2006) mendefinisikan kondisi keuangan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo serta kapasitas untuk menyediakan layanan yang ditetapkan oleh konstitusi. 

Rivenbark et al., (2010) Mendefinisikan keadaan keuangan sebagai kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya, layanan, serta modal yang sedang ada, didasarkan pada arus sumber daya serta ketersediaan sumber daya yang dapat diinterpretasikan dari laporan tahunan keuangan. Sementara, Wang & Liou (2009) Mengemukakan bahwa keadaan keuangan merupakan kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban finansial saat ini serta di masa mendatang untuk menyediakan layanan yang cukup. 
Kondisi keuangan dapat dijelaskan dalam konteks kesehatan fiskal, yang merujuk pada kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban finansial serta memberikan layanan kepada masyarakat (Hendrick, 2004). Sementara, Zafra Gómez dkk. (2009) Mendefinisikan keadaan keuangan dalam kerangka kesehatan finansial, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban hutang serta menyediakan layanan pada tingkat yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat. Keadaan keuangan dalam konteks tekanan fiskal, yaitu situasi di mana pemerintah daerah tidak mampu memenuhi standar operasional, kewajiban utang, serta kebutuhan masyarakat selama beberapa tahun (Kloha et al., 2005). 
Dewan Standar Akuntansi Pemerintah (GASB) menetapkan definisi kondisi keuangan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan serta memenuhi kewajiban di masa mendatang (GASB, 1987, dalam Zafra-Gómez et al., 2009). Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) Menentukan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai keadaan kesehatan finansial yang dinilai dari sudut pandang keberlanjutan, kerentanan, serta fleksibilitas dalam kerangka keseluruhan dari lingkungan ekonomi serta keuangan (CICA, 1997). Di sisi lain, ICMA menjelaskan bahwa kondisi keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai layanan mereka dengan cara yang berkelanjutan. Ini mencakup kemampuan untuk mempertahankan kualitas layanan yang sudah ada, menghadapi risiko baik yang bersifat sistematis maupun yang tidak, serta memenuhi tuntutan perubahan yang wajar seiring berjalannya waktu (Maher & Nollenberger, 2009). 

Oleh karena itu, keadaan keuangan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan hak-hak keuangan secara efektif, memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu, serta menjaga tingkat pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Ritonga dkk. (2014) Beberapa ahli berpendapat bahwa kesehatan keuangan akan tercapai apabila pemerintah daerah dapat melaksanakan hak-hak keuangannya dengan efisien serta efektif, serta dapat memenuhi seluruh kewajiban keuangannya untuk mencapai tujuan negara.
Kemampuan untuk melaksanakan hak keuangan tercermin dari peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat memperkuat kemandirian keuangan. Di sisi lain, kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan terlihat dalam pemenuhan tanggung jawab jangka pendek serta jangka panjang, kewajiban operasional, kemampuan untuk menyediakan layanan, serta kapasitas dalam mengantisipasi kejadian tak terduga di masa depan. 

Dalam studi ini, penulis mengimplementasikan model analisis yang diciptakan oleh Irwan Taufiq Ritonga, mengingat bahwa model analisis mengenai kondisi keuangan daerah yang dirancang oleh Ritonga memiliki banyak dimensi serta indikator yang lebih menyeluruh. Berdasar pada pendapat Ritonga, untuk mengevaluasi keadaan keuangan pemerintah daerah, dapat dinilai melalui enam dimensi yang dijelaskan sebagai berikut (Ritonga, 2014):






Gambar 2.1
Alur Konseptualisasi Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah
Secara singkat, dimensi serta indikator untuk pengukuran Indeks Kondisi Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek

Solvabilitas jangka pendek mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban finansial yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hingga 60 hari (Ritonga, 2014:115). Namun, perhitungan solvabilitas jangka pendek di Indonesia dilakukan dengan menggunakan periode waktu 12 bulan. Penilaian terhadap solvabilitas jangka pendek memanfaatkan informasi keuangan yang terdapat pada bagian kewajiban jangka pendek serta aset lancar. Semua informasi tersebut diambil dari laporan neraca. Rasio-rasio yang digunakan untuk menilai solvabilitas keuangan jangka pendek pemerintah daerah adalah sebagai berikut (Ritonga, 2014:115): 

Tabel 2.1

Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek
	Rasio A
	(Kas serta Setara Kas + Investasi Jk. Pendek)

       Kewajiban Lancar

	Rasio B
	(Kas serta Setara Kas + Investasi Jk. Pendek + Piutang)

          Kewajiban Lancar

	Rasio C
	 Aktiva Lancar  .
Kewajiban Lancar


Informasi keuangan mengenai utang pemerintah daerah yang harus dibayar dalam satu tahun ditampilkan dalam bagian kewajiban jangka pendek di neraca, sementara sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah serta ditujukan untuk penggunaan dalam satu tahun tertera di segmen aktiva jangka pendek di neraca. Oleh karena itu, untuk menunjukkan kemampuan membayar dalam jangka pendek, pembilang dari rasio yang diukur adalah aktiva jangka pendek serta penyebutnya adalah kewajiban jangka pendek pemerintah daerah (Ritonga, 2014:115). 

Rasio A merupakan indikator yang paling konservatif dalam menilai solvabilitas keuangan jangka pendek, yang diikuti secara berurutan oleh Rasio B serta Rasio C. Secara umum, semakin tinggi nilai ketiga rasio tersebut, semakin banyak aset lancar yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban lancar. Oleh karena itu, peningkatan nilai pada indikator ini menunjukkan peningkatan dalam kualitas solvabilitas keuangan jangka pendek. Hingga saat ini, belum ada penentuan mengenai nilai ideal rasio solvabilitas jangka pendek bagi pemerintah daerah. Namun, rasio yang tergolong sangat tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki aset lancar yang berlebihan, yang seharusnya lebih baik dimanfaatkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, kelebihan aset lancar dapat mengakibatkan pelayanan yang kurang optimal kepada masyarakat (Ritonga, 2014:115)
2. Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang

Kapasitas keuangan jangka panjang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan yang bersifat jangka panjang (Nollenberger et al., 2003; CICA, 1997). Dimensi ini mencerminkan keberlanjutan pemerintah daerah. Tanggung jawab jangka panjang hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah jika mereka memiliki aset yang memadai yang dibiayai oleh sumber daya internal mereka. Untuk menggambarkan kemampuan solvabilitas jangka panjang, rasio yang tepat adalah dengan menjadikan kewajiban jangka panjang sebagai penyebut serta total aset atau ekuitas dana investasi sebagai pembilang (Ritonga, 2014:116). 

Semakin tinggi nilai rasio-rasio tersebut, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang yang dimilikinya. Di sisi lain, rasio yang lebih rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih terbatas dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Ritonga, 2014:116).

Tabel 2.2
Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang

	Rasio A
	      Total Aset     .
Kewajiban Jangka Panjang

	Rasio B
	  Total Aset  .
Total Kewajiban

	Rasio C
	Ekuitas Dana Investasi

     Total Kewajiban


Semakin tinggi nilai perbandingan total aset terhadap kewajiban jangka panjang (Rasio A serta Rasio B) serta perbandingan ekuitas dana investasi terhadap kewajiban jangka panjang (Rasio C), semakin banyak aset yang dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka panjang yang ada. Dengan demikian, semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut, maka kondisi solvabilitas keuangan jangka panjang pemerintah daerah akan semakin membaik (Ritonga, 2014:117)
Di masa yang akan datang, keadaan yang baik dalam solvabilitas jangka panjang akan menjadi modal berharga bagi pemerintah daerah jika mereka berniat untuk mendapatkan dana dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Namun, perlu dicatat bahwa penerbitan obligasi harus mematuhi Peraturan ini, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya dapat menerbitkan obligasi untuk mendanai kegiatan atau infrastruktur serta investasi dalam rangka penyediaan layanan publik yang menghasilkan pendapatan, yang berasal dari biaya penggunaan prasarana serta atau fasilitas, bagi pemerintah daerah (Ritonga, 2014:117)
3. Solvabilitas Anggaran

Solvabilitas anggaran mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasionalnya selama satu periode anggaran finansial (Nollenberger et al., 2003). Oleh karena itu, indikator untuk dimensi ini perlu mencerminkan keseimbangan antara pendapatan biasa pemerintah daerah (yang berfungsi sebagai pembilang) serta pengeluaran operasional (yang berfungsi sebagai penyebut) selama satu periode tertentu. Pemberian dana alokasi khusus yang berkurang dari total pendapatan perlu diperhatikan, karena pendapatan dari dana alokasi khusus bukanlah pendapatan yang tetap serta berada di luar kontrol pemerintah daerah. Pada Rasio A, belanja modal akan dikeluarkan dari total belanja, mengingat belanja modal tidak termasuk dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Dalam konteks Rasio B, belanja pegawai dijadikan penyebut karena komponen ini menyumbang porsi terbesar dalam belanja operasional. Kemampuan ini akan diukur menggunakan rasio-rasio berikut.

Tabel 2.3
Rasio Solvabilitas Anggaran
	Rasio A
	Total Pendapatan-Pendapatan DAK

  Total Belanja – Belanja Modal

	Rasio B
	Total Pendapatan-Pendapatan DAK

       Belanja Operasional

	Rasio C
	Total Pendapatan-Pendapatan DAK)

      Belanja Pegawai

	Rasio D
	Total Pendapatan

 Total Belanja


Semakin besar nilai dari rasio-rasio tersebut, semakin banyak pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengeluaran operasional mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan dalam nilai-nilai rasio ini mencerminkan perbaikan dalam solvabilitas anggaran. Meskipun rasio-rasio ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mampu memenuhi pengeluaran mereka, pemerintah daerah perlu bersikap waspada di tahun-tahun mendatang karena adanya defisit operasional dapat menjadi indikasi awal terjadinya kesulitan keuangan di masa depan (Kloha et al., 2005a)
4. Fleksibiltas Keuangan

Fleksibilitas keuangan merujuk pada situasi di mana pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan sumber daya keuangan mereka guna menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan maupun penambahan kapasitas utang. Kondisi ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menanggulangi beban utang yang ada. Oleh karena itu, berdasar pada definisi tersebut, indikator dari dimensi ini harus mampu menunjukkan keseimbangan antara kapasitas utang pemerintah daerah untuk periode tertentu. Pembilang dari indikator-indikator dalam dimensi ini harus mencerminkan kapasitas pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya wajib dan/atau pendapatan-pendapatan yang terikat. Sebaliknya, penyebut untuk indikator ini ditentukan oleh total kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga. Dengan demikian, dimensi fleksibilitas keuangan pemerintah daerah ini dapat diukur menggunakan rasio kapasitas utang yang sesuai (Ritonga, 2014:117): 

Tabel 2.4
Rasio Fleksibiltas Keuangan

	Rasio A
	  Total Pendapatan – DAK – Belanja Pegawai  .
Pembayaran Pokok Pinjaman + Belanja Bunga

	Rasio B
	Total Pendapatan – DAK – Belanja Pegawai

        Jumlah Kewajiban

	Rasio C
	Total Pendapatan – DAK – Belanja Pegawai

      Kewajiban Jangka Panjang

	Rasio D
	Total Pendapatan – DAK

   Jumlah Kewajiban


Semakin besar nilai keempat rasio yang disebutkan di atas menandakan semakin baik kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menghadapi situasi yang tidak terduga, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan nilai rasio-rasio tersebut mencerminkan peningkatan standar fleksibilitas keuangan. Dengan demikian, peningkatan pola nilai rasio keuangan itu menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas fleksibilitas keuangan pemerintah daerah (Ritonga, 2014:117).

Pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam mempertahankan rasio ini karena banyak pemerintah daerah di Indonesia secara geografis terletak di daerah yang rentan terhadap bencana. Disarankan agar pemerintah daerah yang berada di lokasi yang berisiko tinggi memiliki nilai yang lebih tinggi untuk rasio fleksibilitas keuangan guna mempersiapkan diri menghadapi situasi luar biasa (Ritonga, 2014:117)
5. Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan merujuk pada keadaan di mana pemerintah daerah tidak bergantung pada sumber pendapatan yang tidak dapat mereka kontrol atau pengaruhi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (Ritonga, 2014 b). Oleh karena itu, dalam proses perhitungan rasio kemandirian keuangan, salah satu akun penting yang digunakan adalah PAD. PAD akan diukur dengan membandingkannya terhadap total pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. PAD daerah meliputi pendapatan dari pajak daerah, pendapatan dari retribusi daerah, dividen yang diperoleh dari investasi pemerintah daerah, serta pendapatan asli daerah lainnya (Ritonga, 2014:120)
Kemandirian keuangan merujuk pada situasi di mana pemerintah daerah tidak dipengaruhi atau tergantung pada sumber pendanaan yang berada di luar kendalinya, baik itu dari sumber domestik maupun asing (CICA, 1997). Untuk memenuhi definisi tersebut, bagian atas dari rasio yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan terdiri dari pendapatan asli daerah; sedangkan bagian bawah rasio tersebut terdiri dari total pendapatan atau total pengeluaran. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai distribusi keuangan antara pemerintah pusat serta daerah, pendapatan asli daerah mencakup pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, dividen dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta sumber pendapatan asli daerah lainnya. Dengan demikian, rasio-rasio ini mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah (Ritonga, 2014:120)
Semakin tinggi nilai rasio-rasio tersebut, semakin besar sumbangan pendapatan asli daerah dalam membiayai aset pemerintah daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai dari kedua rasio tersebut, semakin baik tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah
Tabel 2.5
Rasio Kemandirian Keuangan
	Rasio A
	   Total PAD   .
Total Pendapatan

	Rasio B
	  Total PAD  .
Total Belanja


Kemandirian keuangan yang rendah ini dapat disebabkan oleh kebijakan yang tercantum dalam konstitusi. Dalam UUD 1945, Pasal 33 mengindikasikan bahwa tanah, air, serta segala elemen yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat dikendalikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, sumber pendapatan strategis seperti pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai, meskipun berada dalam daerah pemerintah lokal, menjadi milik pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah daerah hanya memiliki kontrol atas sumber pendapatan non-strategis yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, seperti pajak hotel, pajak iklan, serta pajak restoran. Situasi ini berkontribusi pada rendahnya tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah (Ritonga, 2014:120).

Namun, sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah serta UU No 33 Tahun 2004 tentang pembagian keuangan, pemerintah daerah diwajibkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui inovasi, asalkan inovasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Kemampuan setiap pemerintah daerah dalam berinovasi untuk meningkatkan pendapatan asli bisa bervariasi. Peningkatan pendapatan asli daerah akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mendanai program serta kegiatan layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang kuat akan memiliki kondisi keuangan yang baik (Ritonga, 2014:120)
6. Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah dapat memberikan serta menjaga standar kualitas pelayanan publik yang diharapkan serta dibutuhkan oleh masyarakat (Ritonga, 2014). Oleh karena itu, dalam evaluasi solvabilitas layanan, akan diperhitungkan jumlah penduduk yang dilayani oleh pemerintah daerah. Perbandingan jumlah penduduk tersebut akan disesuaikan dengan total belanja serta total belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran (Ritonga, 2014:120) 

Total pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah mencerminkan seberapa besar dana yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Di sisi lain, pengeluaran modal memiliki hubungan yang kuat dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik. Semakin tinggi nilai rasio solvabilitas layanan, semakin baik pula kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah (Ritonga, 2014:120)
Tabel 2.6
Rasio Solvabilitas Layanan

	Rasio A
	  Total Ekuitas .
Jumlah Penduduk

	Rasio B
	  Total Aset  .
Jumlah Penduduk

	Rasio C
	 Total Aset Tetap  .
Jumlah Penduduk

	Rasio D
	  Total Belanja .
Jumlah Penduduk

	Rasio E
	Total Belanja Modal

  Jumlah Penduduk


7. Solvabilitas Operasional


Dimensi keuangan yang dikembangkan oleh Ritonga (2014) mencakup enam dimensi dalam menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah. Namun, penulis menambahkan satu dimensi tambahan berdasar pada Penelitian sebelumnya oleh Irna Mardi Yati serta Jhon Andra Asmara (2020), yang disebut sebagai Solvabilitas Operasional.

Solvabilitas Operasional merujuk pada kapasitas pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan guna menutupi beban operasional yang dihadapi selama periode anggaran keuangan. Ukuran solvabilitas operasional ini dihitung dengan menggunakan dasar akrual.
Tabel 2.7
Rasio Solvabilitas Operasional
	Rasio A
	Total Pendapatan LO – Pendapatan DAK LO

         Total Beban

	Rasio B
	Total Pendapatan LO – Pendapatan DAK LO

       Beban Operasional

	Rasio C
	Total Pendapatan LO – Pendapatan DAK LO

         Beban Pegawai

	Rasio D
	Total Pendapatan LO

   Total Beban


B. Penelitian Terdahulu




Adapun penelitian sebelumnya merupakan usaha oleh peneliti untuk melakukan perbandingan serta selanjutnya menggali ide-ide baru untuk Penelitian yang akan datang. Di samping itu, tinjauan Penelitian terdahulu membantu peneliti dalam menentukan posisi studi serta menunjukkan keaslian dari Penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini, peneliti akan menyertakan berbagai temuan dari Penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema yang akan diteliti, serta kemudian menyusun ringkasannya, baik dari Penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang belum diterbitkan. Berikut adalah Penelitian-Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang sedang dikaji oleh penulis.


Pertama, studi yang dilaksanakan oleh Royani Primawaty (2015) dengan judul “Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Se-Sumatera Tahun 2011–2015” menunjukkan pendekatan kualitatif dalam Penelitiannya. Dalam Penelitian ini, peneliti akan mengevaluasi keadaan keuangan pemerintah daerah dengan indikator yang luas serta mendalam. Temuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Pemerintah daerah yang memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi biasanya menghadapi situasi keuangan yang kurang baik terkait dengan penawaran serta permintaan atas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah; 
b) Kenaikan kepadatan populasi berdampak pada peningkatan tingkat efisiensi keuangan yang tinggi, seperti yang terlihat di kab. 22 yang menunjukkan nilai indeks kondisi keuangan dengan peringkat ketiga tertinggi. Tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi dapat mengurangi biaya atau pengeluaran produksi barang serta jasa, yang pada gilirannya mendukung kondisi keuangan yang lebih optimal dalam hal penyediaan barang serta jasa oleh pemerintah daerah;
c) Pemerintah daerah dengan tingkat kemakmuran yang lebih tinggi mengalami kondisi keuangan yang tidak sebaik yang diharapkan, karena masyarakat yang lebih sejahtera cenderung meminta pengeluaran publik yang lebih rumit. Hal ini menyebabkan adanya tekanan terhadap keuangan pemerintah daerah, terutama dari segi kebutuhan akan barang serta jasa yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah tersebut, 
d) Pemerintah daerah dengan proporsi yang lebih tinggi pada kelompok usia kerja cenderung menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik, karena belum didukung oleh tingkat partisipasi tenaga kerja yang ideal, hal ini mengakibatkan kontribusi yang minimal terhadap pendapatan asli daerah. 
e) Pemerintah daerah yang menetapkan upah minimum yang lebih tinggi memiliki indeks kondisi keuangan yang lebih rendah. Kenaikan upah minimum yang menyebabkan biaya produksi menjadi meningkat telah memberikan tekanan pada keadaan finansial pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan kemampuan pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah menjadi tidak maksimal. 
f) Penduduk di pemerintah kab. yang memiliki nilai Indeks Kualitas Kota paling tinggi memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi yang lebih besar terhadap PAD mendukung keadaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik

Kedua, studi yang dilaksanakan oleh Nasution (2019) dengan judul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia” menyajikan teknik analisis data yang berupa grafik, beserta narasi deskriptif yang membahas pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Temuan dari Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan sentimen investor terhadap pasar, yang pada akhirnya mengarah pada tren negatif dalam pasar. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang berkaitan dengan kebijakan fiskal serta moneter sangat diperlukan untuk memberikan dorongan kepada ekonomi. Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus COVID-19, pasar mengalami fluktuasi yang semakin negatif.

Ketiga, studi yang dilakukan oleh Yati serta Asmara (2020) dengan judul “Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun 2015-2017” menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam tujuannya. Temuan Penelitian ini menunjukkan bahwa di antara pemerintah daerah kab./kota di provinsi Aceh yang diteliti, kondisi keuangan pemerintah daerah selama periode 2015-2017 berada pada kategori baik. Indeks tertinggi yang diperoleh adalah Kota Sabang (0,488), diikuti oleh Kota Banda Aceh (0,452), Kab. Aceh Tengah (0,444), Kab. Aceh Besar (0,389), serta Kab. Gayo Lues (0,382). Sementara itu, daerah yang masuk dalam kategori kurang dengan nilai indeks terendah terdiri dari Kab. Aceh Tenggara (0,177), Kab. Aceh Singkil (0,148), serta Kota Lhokseumawe (0,106).

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Amal serta Wibowo (2022) dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum serta Sesudah Pandemi Covid-19". Metode analisis data yang diterapkan dalam Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Temuan dari Penelitian ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, Provinsi DKI Jakarta dapat mempertahankan rasio keuangan utama seperti rasio kemandirian, efektivitas, serta DSCR. Sementara itu, rasio aktivitas serta pertumbuhan cenderung menunjukkan penurunan kinerja selama masa pandemi Covid-19.

Kelima, Penelitian yang dikerjakan oleh Vebiani & Nugraha (2022) berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum serta Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kab. serta Kota Provinsi Jawa Barat)." Metode pengelolaan data dalam Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif serta inferensial. Dalam Penelitian ini, analisis deskriptif dilaksanakan untuk menjelaskan serta menggambarkan variabel terikat yang diukur melalui rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, serta rasio efisiensi. Temuan dari Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam kinerja keuangan daerah sebelum serta saat pandemi Covid-19 berdasar pada rasio efektivitas serta rasio efisiensi keuangan. Namun, tidak ditemukan perbedaan dalam kinerja keuangan ketika dilihat dari rasio kemandirian keuangan serta rasio derajat desentralisasi fiskal. Kinerja keuangan pada masa Covid-19 menunjukkan peningkatan dilihat dari rasio kemandirian serta rasio derajat desentralisasi fiskal. Di sisi lain, kinerja keuangan berdasar pada rasio efektivitas serta rasio efisiensi mengalami penurunan. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan di Kota Magelang dapat dikatakan cukup baik, menghasilkan kondisi keuangan dengan nilai indeks yang tinggi di antara kota-kota lain dalam Klaster 3.


Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Maizunati (2017) Dalam studi yang berjudul “Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota Di Jawa-Bali”, peneliti melakukan analisis deskriptif berdasar pada pengolahan data sekunder yang diambil dari LHP-LKPD BPK RI untuk periode 2011-2015. Penilaian kondisi keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan Indeks Kesehatan Keuangan yang telah dikembangkan Ritonga (2014) serta analisa keterbandingan berdasar klasterisasi Pemda hasil Penelitian Priyambodo (2014). Temuan Penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pengelolaan keuangan di Kota Magelang berjalan dengan baik, menghasilkan keadaan keuangan yang memiliki nilai indeks tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain dalam Klaster 3.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Priyono et al., (2021) Dalam Penelitian yang berjudul "Analisis Penilaian Kondisi Keuangan Pada Pemerintah Kab. Magelang Periode Tahun 2015-2019," peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang sedang diteliti. Temuan Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor keuangan dalam model Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) untuk Kab. Magelang antara tahun 2015 hingga 2019 terdiri dari 4 indikator yang meliputi 9 sub indikator.


Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Suryani & Faisal (2016) Dalam kajiannya yang berjudul "Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kab./Kota Di Aceh serta Di Sumatera Utara," Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis data sekunder yang sudah ada. Temuan Penelitian menunjukkan bahwa kab./kota di Aceh menunjukkan kondisi keuangan daerah yang lebih unggul dibandingkan kab./kota di Sumatera Utara berdasar pada rasio total pendapatan daerah terhadap jumlah penduduk, rasio pajak daerah serta retribusi daerah terhadap PDRB, serta rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah; sementara itu, kab./kota di Sumatera Utara memiliki kondisi keuangan daerah yang lebih baik dibandingkan dengan kab./kota di Aceh dalam hal rasio belanja modal terhadap total belanja daerah. Berdasar pada hasil ini, ada implikasi bahwa pemerintah daerah di Aceh perlu memperkuat usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mengedepankan prinsip efisiensi serta prioritas dalam penyusunan anggaran.


Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra et al., (2022) Dalam studi yang berjudul "Analisis Rasio Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Palembang Pada Tahun 2016-2020," Penelitiannya termasuk dalam kategori Penelitian kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai rasio kondisi keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang. Temuan dari Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Palembang menunjukkan solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, serta fleksibilitas keuangan yang baik, dikarenakan adanya aset lancar, aset, total pendapatan, serta kapasitas pendapatan yang dinilai masih memadai. Meski demikian, tingkat kemandirian keuangan yang dimiliki masih tergolong kurang baik, karena pemerintah daerah masih bergantung pada sumber pendanaan yang berada di luar kendalinya.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Yuni, Munawarah, serta Novita., (2022) Dalam studi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19,” metode yang diterapkan adalah kuantitatif deskriptif dengan pemanfaatan data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Sumatera Utara yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara tetap dapat bersikap mandiri serta tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat meskipun tengah mengalami dampak dari pandemi Covid-19, yang menyebabkan penurunan pada pendapatan. Penurunan pendapatan yang terjadi pada tahun 2020 bahkan mencapai angka negatif, dengan rasio pertumbuhan pendapatan sebesar -1,24% sebagai konsekuensi dari Covid-19. Namun, pendapatan dari sektor komunikasi meningkat sebagai hasil dari penerapan Work From Home (WFH). Penerapan WFH dalam konteks pekerjaan serta pendidikan mengarah pada peningkatan penggunaan layanan internet. Temuan dari Penelitian ini sejalan dengan hasil yang diperoleh dalam Penelitian yang lain Ariadi serta Jatmika (2021) yang mengevaluasi kinerja finansial Pemerintah Daerah di Provinsi Papua selama pandemi yang menunjukkan hasil kinerja keuangan yang positif dari pemerintah daerah.


Selanjutnya, peneliti menyimpulkan dari hasil diskusi Penelitian sebelumnya seperti berikut:
Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

	No.
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Teknik Analisis Data
	Hasil Penelitian

	1.
	Primawaty (2015) 
	Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Se-Sumatera Tahun 2011–2015
	Studi ini menerapkan metode kualitatif, mengingat bahwa peneliti bertujuan untuk menganalisis keadaan finansial dari pemerintah daerah dengan menggunakan indikator yang lengkap.
	Studi dapat menunjukkan bahwa beberapa pemerintah provinsi masih dalam keadaan keuangan yang kurang menguntungkan. Mengacu pada hasil nilai indeks komposit keuangan yang sering kali menempatkan mereka di posisi tiga terbawah. Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah salah satu entitas yang sering kali jatuh ke dalam peringkat tiga terbawah selama tiga tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2011, 2012, serta 2013.

	2.
	Nasution  (2019) 
	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian

Indonesia
	Analisis data disajikan melalui grafik serta didukung dengan narasi deskriptif yang berkaitan dengan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia.
	Berdasar pada temuan Penelitian, dampak dari pandemi COVID-19 mengakibatkan rendahnya perasaan positif investor terhadap pasar, yang akhirnya membuat pasar bergerak ke arah yang cenderung negatif. Tindakan strategis dalam bidang fiskal serta moneter sangat diperlukan untuk memberikan dorongan bagi perekonomian. Seiring meningkatnya jumlah kasus COVID-19, pasar menunjukkan fluktuasi yang semakin menuju arah negatif.

	3.
	Yati & Asmara (2020) 
	Analisis Indeks Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh untuk Tahun 2015-2017
	Metode analisis data yang diterapkan dalam Penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan fokus pada tujuan Penelitian yang bersifat deskriptif.
	Dalam analisis mengenai pemerintah daerah di kab./kota provinsi Aceh, ditemukan bahwa situasi keuangan pemerintah daerah antara tahun 2015 hingga 2017 yang dikategorikan sebagai Baik, dengan indeks tertinggi, meliputi Kota Sabang (0,488), Kota Banda Aceh (0,452), Kab. Aceh Tengah (0,444), Kab. Aceh Besar (0,389), serta Kab. Gayo Lues (0,382). Di sisi lain, pemerintah daerah yang berada dalam kategori kurang, dengan nilai indeks terendah, adalah Kab. Aceh Tenggara (0,177), Kab. Aceh Singkil (0,148), serta Kota Lhokseumawe (0,106)

	4.
	Amal & Wibowo (2022) 
	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sebelum serta Sesudah Pandemi Covid-19
	Teknis analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini ialah kualitatif menggunakan tujuan studi deskriptif.
	Temuan Penelitian mengindikasikan bahwa Provinsi DKI Jakarta pada umumnya berhasil menjaga rasio keuangan utama, yang meliputi rasio kemandirian, efektivitas, serta debt service coverage ratio (DSCR). Sementara itu, rasio aktivitas serta pertumbuhan menunjukkan adanya penurunan kinerja selama masa pandemi Covid-19.

	5.
	Vebiani & Nugraha  (2022) 
	Analisis Kinerja Keuangan Daerah sebelum serta selama Pandemi COVID-19 (Kasus Studi di Kab. serta Kota di Provinsi Jawa Barat)
	Teknik pengelolaan data dalam Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif serta inferensial. Dalam Penelitian ini, analisis desktiptif dilakukan untuk mendeskripsikan serta menggambarkan variabel terikat yang diukur melalui rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektvitas PAD, serta rasio efisiensi.
	Hasil dari Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam kinerja keuangan daerah sebelum serta selama pandemi COVID-19 ketika dilihat dari rasio efektivitas serta rasio efisiensi keuangan. Namun, rasio kemandirian keuangan serta rasio derajat desentralisasi fiskal tidak menunjukkan perbedaan dalam kinerja keuangan. Pada masa COVID-19, kinerja keuangan menunjukkan perbaikan berdasar pada rasio kemandirian serta rasio derajat desentralisasi fiskal. Di sisi lain, kinerja keuangan yang diukur melalui rasio efektivitas serta rasio efisiensi mengalami penurunan.

	6.
	Maizunati (2017) 
	Analisis Tentang Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Kelompok Kota Di Wilayah Jawa-Bali
	Studi ini adalah analisis deskriptif yang berlandaskan pemrosesan data sekunder yang diambil dari LHP-LKPD BPK RI periode 2011-2015. Penilaian terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah dilakukan menggunakan Indeks Kesehatan Keuangan yang dirancang oleh Ritonga (2014) serta analisis perbandingan berdasar pada klasifikasi pemerintah daerah dari Penelitian yang dilakukan Priyambodo

(2014).
	Secara keseluruhan, manajemen keuangan di Kota Magelang berjalan dengan baik serta menciptakan kondisi keuangan yang memiliki nilai indeks tinggi di antara kota-kota yang termasuk dalam Klaster 3

	7.
	Priyono et al., (2021) 
	Analisis Evaluasi terhadap Keadaan Keuangan di Pemerintah Kab. Magelang untuk Rentang Waktu Tahun 2015 hingga 2019
	Teknik analisis deskriptif menggunakan pengolahan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti.
	Faktor-faktor keuangan yang terdapat dalam model Sistem Pemantauan Tren Fiskal (FTMS) untuk Kab. Magelang pada periode 2015 hingga 2019 mencakup 4 indikator utama, yang terdiri dari 9 sub indikator

	8.
	 Suryani & Faisal (2016) 
	Analisis mengenai keadaan keuangan daerah di Kab./Kota yang terdapat di Aceh serta di Sumatera Utara
	Penelitian ini termasuk dalam kategori Penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis data sekunder (statistik yang sudah ada),
	(1) Kab. serta kota di Aceh menunjukkan kinerja keuangan daerah yang lebih baik dibandingkan dengan kab. serta kota di Sumatera Utara ketika dilihat dari rasio total pendapatan daerah terhadap jumlah penduduk, rasio pajak daerah serta retribusi daerah terhadap PDRB, serta rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah; serta (2) Kab. serta kota di Sumatera Utara memiliki kinerja keuangan daerah yang lebih unggul dibandingkan dengan kab. serta kota di Aceh berdasar pada rasio belanja modal terhadap total belanja daerah. Implikasi dari Penelitian ini adalah pemerintah daerah di Aceh perlu meningkatkan fokus pada usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta harus mengutamakan prinsip efisiensi serta prioritas dalam penganggaran

	9.
	Mahendra et al., (2022) 
	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Palembang untuk Tahun 2016-2020
	Penelitian ini tergolong dalam kategori Penelitian kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan ilustrasi terkait rasio keadaan keuangan pemerintah daerah Kota Palembang.
	Pemerintah daerah kota Palembang menunjukkan kondisi solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, serta fleksibilitas keuangan yang positif, dikarenakan keberadaan aset lancar, total aset, jumlah pendapatan, serta kapasitas pendapatan yang dianggap cukup sesuai. Namun, pada aspek kemandirian keuangan, kondisi tersebut tergolong kurang baik, karena masih mengandalkan sumber pembiayaan yang berada di luar kendalinya

	10.
	Yuni, Munawarah, serta Novita., (2022)
	Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Selama Masa Pandemi Covid-19
	Metode Penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah kuantitatif deskriptif, serta data yang digunakan bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Sumatera Utara yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK
	Temuan dari Penelitian ini mengindikasikan bahwa Provinsi Sumatera Utara tetap mampu berdiri sendiri serta tidak bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat meskipun tengah menghadapi pandemi Covid-19, yang berdampak pada penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan pada tahun 2020 bahkan mencapai angka negatif, dengan rasio pertumbuhan pendapatan sebesar -1,24% yang disebabkan oleh Covid-19; namun, pendapatan dari sektor komunikasi mengalami peningkatan karena diberlakukannya work from home (WFH). Penerapan WFH dalam lingkungan kerja serta pendidikan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan jaringan internet. Temuan ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Ariadi serta Jatmika (2021), yang menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua selama masa pandemi serta menunjukkan adanya kinerja keuangan yang positif pada pemerintah daerah.


C. Kerangka Berpikir Konseptual

Badan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah (BPKAD) memiliki tanggung jawab untuk menyusun Financial statements Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai wujud akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. LKPD disusun berdasar pada prinsip akrual sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (Margarita, 2019). Menganalisis keadaan keuangan daerah Kab. Brebes adalah suatu proses evaluasi terhadap sejauh mana BPKAD Kab. Brebes telah melaksanakan kegiatan dalam bidang keuangan. Dari Financial statements Pemerintah Daerah (LKPD) yang mencakup laporan realisasi anggaran, laporan operasional, serta neraca untuk tahun anggaran 2017 hingga 2023, analisis dapat dilakukan menggunakan tujuh indikator yang mencakup lima Rasio Solvabilitas (solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, solvabilitas layanan, serta solvabilitas operasional), serta rasio kemandirian keuangan serta rasio fleksibilitas keuangan. Selanjutnya, penjelasan konseptual dapat disampaikan sebagai berikut:
1. Menganalisis indeks kondisi keuangan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dari tahun anggaran 2017 hingga tahun 2019 dengan memanfaatkan enam dimensi keuangan yang telah dikembangkan oleh Ritonga (2014)  yaitu Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek, Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang, Rasio Solvabilitas Layanan, Rasio Solvabilitas Anggaran, Rasio Fleksibilitas Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan, serta ditambahkan satu dimensi yaitu Rasio Solvabilitas Operasional. 

2. Menganalisis status kondisi keuangan selama masa pandemi Covid-19 dari tahun anggaran 2020 hingga 2021 dengan memanfaatkan enam aspek keuangan yang telah dirumuskan oleh Ritonga (2014)  yang mencakup Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek, Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang, Rasio Solvabilitas Layanan, Rasio Solvabilitas Anggaran, Rasio Fleksibilitas Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan, serta ditambahkan satu elemen yaitu Rasio Solvabilitas Operasional.
3. Menganalisis keadaan finansial setelah pandemi Covid-19 pada tahun anggaran 2022 hingga 2023 dengan memanfaatkan enam dimensi keuangan yang telah dikembangkan oleh Ritonga (2014)  yaitu Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek, Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang, Rasio Solvabilitas Layanan, Rasio Solvabilitas Anggaran, Rasio Fleksibilitas Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan, serta satu dimensi tambahan yaitu Rasio Solvabilitas Operasional.
4. Menganalisis variasi Indeks Kondisi Keuangan sebelum, selama, serta setelah Pandemi Covid-19
Berdasar pada teori dasar serta Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, berikut ini disajikan suatu kerangka pemikiran yang dijabarkan dalam model Penelitian sebagaimana diperlihatkan pada gambar di bawah ini:


Gambar 2.2
Kerangka Berpikir Konseptual
BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini bersifat studi Kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan kondisi keuangan Pemerintah Kab. Brebes berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintah (PP No. 24/2005, PP No. 71/2010) dengan menggunakan enam dimensi keuangan yang dibangun oleh Ritonga (2014) serta ditambah satu dimensi solvabilitas operasional.
 Penelitian deskriptif adalah Penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Tujuan dari Penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi awal yang mendeskripsikan akan suatu hubungan, yang nantinya akan mendapatkan berbagai macam kategori serta megidentifikasikan subyek Penelitian, menjelaskan berbagai tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi yang bersifat berlawanan dengan subyek Penelitian.

B. Lokasi Penelitan
Peneliti melaksanakan Penelitian pada Pemerintah Daerah Kab. Brebes dengan mengambil data di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah) yang berwenang menghimpun Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) Kab. Brebes serta membuat Financial statements Pemerintah  Daerah (LKPD) Kab. Brebes.

C. Populasi serta Sampel
Populasi dalam Penelitian ini adalah Financial statements Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Brebes yang merupakan konsolidasi dari Financial statements Pemerintah Daerah (LKPD) yang berjumlah 88 OPD yang terdiri dari 1 Inspektorat, 6 Badan, 2 Sekretariat, 21 Dinas, 17 Kecamatan, 3 RSUD, serta 38 Puskesmas dengan total 88 OPD yang di Kab. Brebes.

Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan sampling purposive yang bertujuan untuk mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu serta memenuhi kriteria tertentu. Sampel dari Penelitian yang akan dilakukan ini adalah financial statements pemerintah daerah (LKPD) Kab. Brebes berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta Neraca Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2023.
D. Metode Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini ialah kualitatif menggunakan tujuan studi deskriptif yang tertuang dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional serta neraca untuk tahun anggaran 2017-2023. Langkah-langkah analisis data dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menghitung rasio masing-masing dimensi.
2. Pengukuran indeks komposit kondisi keuangan  daerah yang dibangun oleh Ritonga (2014).
A. Menghitung indeks indicator
Penghitungan indeks indikator perlu dilakukan karena nilai satuan dimensi serta indicator kondisi keuangan antarpemerintah daerah berbeda-beda (Santos, 1999). Perbedaan tersebut misalnya rasio A menggunakan satuan "jumlah uang per penduduk" serta rasio B menggunakan satuan "kali". Apabila sebelum menghitung angka indeks ditemui adanya variasi data yang ekstrim, maka diperlukan transformasi data. Transformasi data pada umumnya dilakukan dalam bentuk eksponen, logaritma, atau bentuk lain. Indeks indicator dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:
B. Menghitung indeks dimensi
Indeks dimensi merupakan nilai rata-rata aritmatik dari indeks indikator. Rata-rata artimatik dipilih karena lebih memberikan hasil yang lebih adil dari pada rata-rata geometrik. Dalam menghitung indeks dimensi, penulis mengasumsikan masing-masing indeks indikator memiliki bobot yang sama. Berikut merupakan formula dalam menghitung indeks dimensi.

C. Menghitung indeks komposit

Indeks komposit keuangan daerah merupakan rata-rata tertimbang dari indeks dimensi yang membentuknya (Ritonga, 2014). Penghitungan

indeks komposit dapat dirumuskan sebagai berikut.
FCI : w1 *DI1 + w2 *DI2 +...+ w n*Din
FCI = Indeks kondisi keuangan (IKK) 

w = bobot indeks masing-masing dimensi

DI = indeks dimensi  

n = jumlah dimensi.
FCI = Indeks kondisi keuangan (IKK) 

w = bobot indeks masing-masing dimensi

DI = indeks dimensi  

n = jumlah dimensi.
Dengan demikian penghitungan IKK yakni sebagai berikut.
IKK = Ʃ Indeks dimensi / 7

D. Pemeringkatan Kondisi Keuangan
Berdasar pada indeks komposit kondisi keuangan masing-masing tahun , disusun peringkat dari tahun dengan nilai yang tertinggi hingga tahun  dengan nilai yang terendah.
Tabel 3.1
Pengkategorian
	No
	Penilaian
	Keterangan

	1
	Baik
	Jika nilai IKK lebih besar dari nilai mean + (1 x standar deviasi)

	2
	Cukup
	Jika nilai IKK berada diantara nilai mean – (1 x standar deviasi) serta mean + (1 x standar deviasi).

	3
	Kurang
	Jika nilai IKK kurang dari nilai mean – (1 x standar deviasi).


Sumber: Ritonga (2014)
3. Uji Beda 

Untuk membuktikan pendekatan eksploratif yang telah diajukan, maka dalam Penelitian ini digunakan metode analisis data uji beda. Sebelum dilakukan uji beda maka data diuji dulu apakah data berdistibusi normal atau tidak. Dalam Penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji statistik, yaitu dengan analisis uji statistik non parametrik one sample kolmogorov smirnov.  Ketentuan pengambilan keputusan pada  uji one sample kolmogorov smirnov adalah bahwa jika probabilitas signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Sebaliknya jika signifikansi di atas 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut normal (Ghozali, 2018:140).

Apabila data berdistribusi normal maka akan dilakukan pengujian dengan analisis varians (analysis of variance, ANOVA). Analisis of variance atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rerata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Analisis varian termasuk dalam kategori statistik parametrik. Sebagai alat statistika parametrik, maka untuk dapat menggunakan rumus ANOVA harus terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi meliputi normalitas. Pengambilan keputusan didasarkan pada asumsi: 

a. Apabila nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 maka rata-rata berbeda yang bermakna terdapat perbedaan .

b. Apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 rata-rata sama yang bermakna tidak terdapat perbedaan

Apabila setelah dilakukan uji normalitas serta diketahui data tidak normal maka uji ANOVA tidak dapat dilakukan serta analisis data dilakukan menggunakan Kruskal-Wallis Test. Kruskal-Wallis Test digunakan ketika data tidak berdistribusi normal serta untuk menguji perbedaan antara tiga atau lebih kelompok independen. Uji ini digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Pengambilan keputusan didasarkan pada asumsi: 

a. Apabila nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 maka rata-rata berbeda yang bermakna terdapat perbedaan .

b. Apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 rata-rata sama yang bermakna tidak terdapat perbedaan 

STAKEHOLDER





Solvabilitas jangka pendek serta panjang


Apakah Pemda mampu memenuhi


kewajibannya?





Kemandirian Keuangan


Apakah Pemda mampu mengeksekusi hak keuangan secara selektif serta efisien?





Solvabilitas


Layanan


Apakah Pemda


mampu


memberikan


layanan dengan


standart dan


kualitas yang tinggi


sesuai dengan


kegiatan


Masyarakat?





PEMDA





PROGRAM serta KEGIATAN





Solvabilitas


Anggaran


Apakah Pemda


mampu menutupi


biaya  operasional?





Efeksibilitas Keuangan


Apakah Pemda mampu mengantisipasi kejadian tak terduga dimasa yang akan datang?





LINGKUNGAN





Indeks Kondisi Keuangan Sebelum Pandemi Covid-19 (Tahun 2017 sampai 2019)


Rasio Solvabilitas Jangka Pendek;


Rasio Solvabilitas Jangka Panjang;


Rasio Solvabilitas Anggaran


Rasio Solvabilitas Layanan;


Rasio Solvabilitas Operasional;


Rasio Fleksibiltas Keuangan;


Rasio Kemandirian Keuangan;





Indeks Kondisi Keuangan Semasa Pandemi Covid-19 (Tahun 2020 sampai 2021)


Rasio Solvabilitas Jangka Pendek;


Rasio Solvabilitas Jangka Panjang;


Rasio Solvabilitas Anggaran


Rasio Solvabilitas Layanan;


Rasio Solvabilitas Operasional;


Rasio Fleksibiltas Keuangan;


Rasio Kemandirian Keuangan;








Indeks Kondisi Keuangan Sesudah Pandemi Covid-19 (Tahun 2022 sampai 2023)


Rasio Solvabilitas Jangka Pendek;


Rasio Solvabilitas Jangka Panjang;


Rasio Solvabilitas Anggaran


Rasio Solvabilitas Layanan;


Rasio Solvabilitas Operasional;


Rasio Fleksibiltas Keuangan;


Rasio Kemandirian Keuangan;








UJI BEDA





Tidak Ada Perbedaan





Ada Perbedaan





Financial statements 


(Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, serta Neraca)


Tahun Anggaran 2017 sampai 2023





Indeks Indikator = 





Nilai Aktual – Nilai Minimum





Nilai Maksimum – Nilai Minimum





Indeks Dimensi = 


(Iindikator-1 + Iindikator-2 + Iindikator-n)


n
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